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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjantkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan
Karunianya yang dilimpakan sehinnga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik
dan lancara, termasuk dalam penyusunan Program Kerja Tahun 2026 pada
Pengadilan Negeri Koto Baru. Terlaksanakanya penyusunan Program Kerja ini tidak
terlepas dari kerjasama semua bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun bagian
Kesekretariatan, program kerja ini sebagai landasan dan acuan pokok untuk
menyelenggarakan fungsi peradilan. Adapun materi yang tertuang dalam program
kerja ini tidak terlepas dari yang telah dilakukan dan dicapai pada waktu-waktu yang
lalu. Sekaligus merupakan evaluasi terhadap hal-hal yang belum dapat diwujudkan
pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pengalaman masa lalu menjadi
bagian pembelajaran di tahun 2026 ini.

Program Kerja ini adalah kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun disesuaikan
dengan tahun anggaran DIPA 2026 sebagai pendukung utama untuk terlaksananya
program kerja ini. Tentulah program kerja ini masih jauh dari sempurna, namun dalam
ketidaksempurnaan itu Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan program kerja
yang telah dibuat, senantiasa bertekad untuk dapat menjadi bagian dari upaya
Mahkamah Agung dalam mewujudkan visinya: “Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang Agung”.

Terima Kasih,

Hormat Kami

Tim Perumus Program Kerja
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan

ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk
menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perubahan mendasar dari penataan negara Republik Indonesia dimulai sejak

tahun 1998, yang melahirkan suatu orde yang menuntut diadakannya reformasi

bidang hukum dan pemerintahan, sehingga orde ini dinamakan dengan orde
reformasi. Reformasi dalam bidang hukum tentunya tidak terlepas dalam
reformasi sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan
yang signifikan terhadap peran lembaga peradilan dalam menjalankan tugas
pokoknya, yaitu bidang teknis peradilan dan bidang administrasi. Pengadilan

Negeri Koto Baru sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
(Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum);

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat
tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau
berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama dengan



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009).

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru
menyelenggarakan fungsi utama yaitu:
1. Fungsi Peradilan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004)

a) Menerima, memeriksa, memutus perkara

b) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hokum
ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

c) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap

2. Fungsi Nasihat

a) Pengadilan Negeri dapat member nasihat atau pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembagapemerintah
daerah dan lembaga yang meminta (Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004);

b) Melakukan pengawasan terhadap para nara pidana yang berada di
dalam rumah tahanan atau pada Lembaga Pemasyarakatan di
wilayah hukumnya.

3. Fungsi Adminstrasi

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan,

Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan.

4. Fungsi Lain
Selain  tugas pokok, lembaga peradilan dapat diserahi

tugas/kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Memasuki era digital dimana segala sesuatu dalam proses administrasi
berbasiskan digitalisasi, Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas
Il juga telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana Surat
Keputusan  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Sejak itu pula



Pengadilan Neger Koto Baru Kelas || memperbaharui wajah baik melalui fisik
maupun sistem. Memperbaharui dalam hal ini bukan merubah secara
keseluruhan karena yang ada saat ini sudah baik, namun menambahkan
tampilan berupa Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilengkapi
dengan Aplikasi PTSP sehingga menjadi lebih baik lagi yang tentunya
seluruhnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang
semakin memudahkan masyarakat pencari keadilan. Melihat sekilas ke tahun
sebelumnya, dimana pelaksanaan tugas sehari-hari Aparatur Sipil Negara
dengan segala keterbatasan yang ada namun mampu menciptakan kualitas
pelayanan terbaik, tentunya tidak lepas dari kerjasama yang baik di antara
Aparatur Sipil Negara (ASN), maka di tahun 2026 ini pun Pengadilan Negeri
Koto Baru Kelas Il tetap mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan
publik dengan segala tantangan yang ada. Untuk itu maka dipandang perlu
untuk menyusun sebuah “Program Kerja” sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari dalam pencapaian kinerja yang optimal.

Penyusunan Program Kerja ini pun tidak bisa berdiri sendiri tanpa merujuk pada
Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama, serta Program
Percepatan Penyerapan Anggaran. Penyusunan Program Kerja ini merupakan
tugas bersama dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta
pemahaman tugas pokok masing-masing disamping tugas dan kewajiban
lainnya yang diembankan. Untuk itu, dalam Bab awal ini ditekankan pemahaman
terlebih dahulu tentang Visi dan Misi kedepan agar sama-sama memahami
tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan sasaran-sasaran yang perlu

dilakukan sebagai tahapan dalam menuju Visi dan Misi tersebut.



B.

Visi, Misi dan Motto

1.

Visi

Dengan sistem peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan
Peradilan, maka Pengadilan Negeri Koto Baru mempunyai Visi yang
berpedoman dengan Mahkamah Agung RI yakni:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU YANG AGUNG”

Misi

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Koto

Baru menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi — yang diuraikan pada

bagian berikutnya.

Empat pilar yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

a) Menjaga keamanan badan peradilan

b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;

c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Motto

Moto Pengadilan Negeri Koto Baru “RANCAK”
R = Ramah,

A = Akuntabel,

N = Nyaman,

C = Cepat,

A = Akurat,

K = Kreatif



Landasan Hukum

1.

10.

11.

12.

13.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang
- Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian;

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Juncto Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Mahkamah Agung R.I No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/021/SK/1l/ 1988, tentang Pembinaan Perkara Peradilan Umum;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/007/SK/IV /1994, tanggal 1 April 1994, tentang Pemberlakuan Buku |
Dan Buku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/
SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan
Lembaga Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096
ISK/X/2006, tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan,;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA
ISK/VIII/2007, tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan Dilingkungan Badan Badan Peradilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I1/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No. 026/KMA/SK/II/2012

tentang Standar Pelayanan Peradilan;



14.

15.

Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XI1/2025 tanggal 1
Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2026;

DIPA Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-
005.01.2.400188/2026 tanggal 01 Desember 2025 dan SP DIPA-
005.03.2.400189/2026 tanggal 01 Desember 2025.

Tujuan dan Sasaran Strategis

1.

Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Koto Baru seperti termuat dalam rencana strategis
adalah sebagai berikut:
a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
b) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya;
Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2025-2029
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas
dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas
serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-
2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029,
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan

organisasi pada tahun 2025-2029.



2. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari

tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sesuai dengan arahan

pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 serta

dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Koto Baru

yang agung, maka sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri

Koto Baru adalah sebagai:

a)

Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif

dan modern yang indikator sasarannya adalah:

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat
banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju
kepada para pihak.

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat
banding, kasasi dan PK tepat waktu oeh pengadilan pengaju kepada
para pihak.

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori
putusan.

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan
keadilan restoratif.

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.
Persentase perkara perdata yang menggunakan e-court.

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-
Berpadu).

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik
(e-Berpadu).



Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, yang indikator
sasarannya adalah:
¢ Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar

layanan yang ditetapkan

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional,
yang indikator sasarannya adalah:

¢ Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

e Nilai IKPA.

¢ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

¢ Nilai Indikator Pengelolaan Aset.



E. Matriks IKU, RENSTRA 2025-2029 dan RKT
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru
Tabel 1. 1 IKU Pengadilan Negeri Koto Baru
INDIKATOR
KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
1. | Terwujudnya | a. Persentase Panitera Laporan
Peradilan perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan Bulanan
yang efektif, | diselesaikan Tepat Waktu dan
transparan, tepat waktu x 100% Laporan
akuntabel, Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahunan

responsif dan

modern

Catatan:

a) Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama
secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak
mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti

panggilan tergugat melalui media massa dan

berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam




NO

KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

perhitungan indikator ini.

c) Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara
yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara
yang masuk).

d) Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang
Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun

Sebelumnya.

Dasar Hukum:

a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014
tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4
(Empat) Lingkungan Peradilan.

b) Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait

yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara

10



INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
b. Persentase Panitera Laporan
penyediaan/ Jumlah Salinan Putusan yang Bulanan
pengiriman tersedia/dikirimkan kepada para dan
_ ] X 100%
salinan pihak secara tepat waktu Laporan
putusan tepat Jumlah perkara yang diputus Tahunan

waktu oleh
pengadilan
tingkat
pertama
kepada para

pihak

Catatan:

a) Untuk perkara perdata, perdata agama, TUN dan
PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja
dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan
tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi
Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi
tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk
perkara pidana 7 hari.

b) Kinerja pengirirnan salinan putusan untuk perkara
pidana, pidana militer, jinayat dan perkara pada DILMILTI
sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan

secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan

11



NO

KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

penjelasan sebagai berikut:

* Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita
dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan
putusan diterima oleh para pihak;

* Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode
pengiriman elektronik dihitung;

* Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat
tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan
sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para

pihak

12



c. Persentase
pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar
putusan
tingkat
banding,
kasasi dan PK
secara tepat
waktu oleh
pengadilan
pengaju
kepada para

pihak

Jumlah pemberitahuan
petikan/amar putusan Tingkat
banding, kasasi, PK yang
disampaikan kepada para pihak

X 100%
secara tepat waktu

Jumlah petikan/ isi putusan
banding, kasasi dan PK yang

diterima pengadilan pengaju

Catatan:

a) Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata,
perdata agama, dan TUN dihitung sejak dilakukan
pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut:

* Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan dengan
metode pengiriman elektronik dihitung sejak isi putusan
dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;

* Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui
jurusita dihitung sejak isi putusan diterima oleh para
pihak;

* Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui surat

Panitera

Laporan
Bulanan
dan

Laporan

Tahunan

13




tercataUpihak ketiga dihitung sejak isi putusan diserahkan
kepada para pihak melalui jasa pengiriman.

b) Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana,

pidana militer, dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan
pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut:

* Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan dengan
metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan
putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;

* Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui
jurusita dihitung sejak petikan putusan diterima oleh para
pihak;

* Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui
surat tercataUpihak ketiga dihitung sejak petikan putusan
diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman
(dikecualikan untuk penyampaian petikan/ isi putusan
Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di
luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak
termasuk Penuntut Umum/QOditur Militer/Oditur Militer
Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu

toleransi pengirirnan]

14



INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
d. Persentase Panitera Laporan
penginman Jumlah salinan putusan yang Bulanan
salinan L. dan
tersedia/dikirimkan kepada para
putusan . Laporan
pihak secara tepat waktu
perkara pidana Tahunan

tingkat
banding,
kasasi dan PK
tepat waktu
oeh
pengadilan
pengaju
kepada para

pihak

X 100%

Jumlah salinan putusan banding,
kasasi dan PK yang diterima

pengadilan pengaju

Catatan:

a) Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara
Pidana sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dihitung
sejak dikirimnya salinan putusan yang dilakukan secara
elektronik/konvensional/surat tercatat dengan metode dan
batas waktu menurut ketentuan yang berlaku sesuai
dengan penjelasan sebagai berikut:

« Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan
putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
* Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui
jurusita dihitung sejik salinan putusan diterima oleh para
pihak;
* Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui
surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan
diserahkan kepada jasa pengiriman. Para pihak termasuk
penuntut umum/ doitur militer/ oditur militer tinggi,
terdakwa dan terpidana.
e. Persentase Panitera Laporan
putusan Jumlah putusan yang diunggah pada Bulanan
pengadilan direktori putusan dan
. X 100%
yang diunggah Jumlah putusan yang telah Laporan
pada direktori diminutasi Tahunan

putusan
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA

Catatan:

a) Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan

pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan

Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan

pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara

diminutasi.

Dasar Hukum:

a) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-

144/KMA/SK/V111/2022 tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik di Pengadilan
f. Persentase Panitera Laporan
penyelesaian Jumlah permohonan eksekusi Bulanan
permohonan putusan perdata yang diselesaikan X 100% dan
eksekusi Jumlah putusan perdata yang Laporan
putusan dimohonkan eksekusi Tahunan
perdata
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NO

KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

Catatan:

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:
a) Berhasil dilaksanakan eksekusi;

b) Dicabut; dan

c) Dicoret dari register non executable
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
g. Persentase Panitera Laporan
perkara yang Jumlah perkara yang berhasil Bulanan
berhasil diselesaikan melalui pendekatan dan
diselesaikan keadilan restoratif Laporan
_ x 100%

melalui Jumlah perkara yang memenuhi Tahunan
pendekatan kriteria penerapan pendekatan
keadilan keadilan restoratif
restoratif

Catatan:
a) Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif
dengan ketentuan sebagai berikut:

* tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak
pidana ringan atau kerugian Korban bemilai tidak lebih
dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau
tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;

« tindak pidana merupakan delik aduan;

« tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5

(lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk
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NO

KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

tindak pidana jinayat menurut ganun;

« tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya
tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang
berupa kejahatan.

« tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

b) Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif
dalam hal:

» Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan
perdamaian;

*» Terdapat relasi kuasa; atau

» Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam
kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
c) Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan
PERMA terkait keadilan restoratif:

» Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.

* Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;
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NO

KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

* Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana

pengawasan dan pidana kerja sosial
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
h. Persentase Panitera Laporan
perkara yang Jumlah perkara yang berhasil Bulanan
berhasil diselesaikan melalui mediasi dan
_ _ X 100%
diselesaikan Jumlah perkara yang wajib dilakukan Laporan
melalui mediasi Tahunan
mediasi
Catatan:

a) Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi:

* Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan
akta perdamaian atau pencabutan perkara atau
pencabutan perkara.

* Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.

b) Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi
yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non
hakim.

c) Jumlah perkara yang waijib dilakukan mediasi tidak
termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi

karena ketidakhadiran salah satu pihak
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
i. Persentase Panitera Laporan
perkara anak Jumlah perakra anak yang berhasil Bulanan
yang berhasil diselesaikan secara diversi dan
_ _ X 100%

diselesaikan Jumlah perkara anak yang telah Laporan
melalui diversi selesai proses diversi Tahunan

Catatan:

a) Jumlah perkara anak yang telah selesai proses
musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah
memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah
selesai proses musyawarah diversi

b) Kriteria perkara anak yang memenubhi syarat diversi
adalah diselesaikan perkara anak yang diancam dengan
pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan
pengulangan tindak pidana;

c) Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya
penetapan diversi berhasil dari Ketua Pengadilan dan

penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan
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NO

KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

perkara.
d) Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai
proses diversi adalah telah mencapai

musyawarah/berunding/berembuk
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
j- Persentase Panitera Laporan
perkara Jumlah perkara perdata yang Bulanan
perdata yang diajukan menggunakan e-Court X 100% dan
menggunakan Jumlah perkara perdata yang ’ Laporan
e-court diajukan Tahunan
Catatan:

a) Jumlah perkara perdata yang didaftarkan
meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara
elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang
diajukan secara konvensional.

b) Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang

diajukan sama dengan didaftarkan

Dasar Hukum:
a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara
Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara
elektronik
k. Persentase Panitera Laporan
perkara pidana Jumlah perkara pidana yang Bulanan
yang dilimpahkan secara elektronik dan
. X 100%
dilimpahkan Jumlah perkara pidana yang Laporan
secara dilimpahkan Tahunan

elektronik (e-

Berpadu)
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
Catatan:
a) Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana
yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.
b) Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara
pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-
Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara
konvensional
|. Persentase Panitera Laporan
layanan Jumlah layanan perkara pidana Bulanan
perkara pidana yang diajukan secara elektronik X 100% dan
yang diajukan Jumlah layanan perkara pidana Laporan
secara Tahunan

elektronik (e-

Berpadu)

Catatan:

a) Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara

pidana, jinayat dan pidana militer yang menggunakan e-
Berpadu.

b) Jumlah Layanan perkara pidana meliputi pelimpahan

berkas perkara, permohonan upaya paksa dan perizinan
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NO

KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-

Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.

28



INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
2. | Meningkatnya | Indeks a) Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan Panitera dan Laporan
tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap stander layanan Sekretaris Tahunan
keyakinan pengguna pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:
dan layanan * Persyaratan;
kepercayaan | pengadilan * Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
publik berdasarkan » Waktu Penyelesaian;
standar * Biaya/ Tarif;

layanan yang

ditetapkan

* Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
» Kompetensi Pelaksana;

* Perilaku Pelaksana;

* Penanganan Pengaduan, Saran dan

» Sarana dan Prasarana.

b) Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:

» Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum
(posbakum);

» Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung
pengadilan;

» Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya
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NO

KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

perkara (prodeo);

» Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan
berhadapan dengan hukum;

» Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang

disabilitas berhadapan dengan hukum.

c) Layanan di SK KMA026 Tahun 2012 diantaranya:

* Pelayanan administrasi persidangan;
* Pelayanan bantuan hukum;
* Pelayanan pengaduan,;

* Pelavanan permohonan informasi.
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INDIKATOR

Dasar Hukum:
a) Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8
Tahun 2019

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
3. | Terwujudnya | a. Indeks Catatan: Sekretaris Laporan
manajemen Profesionalitas | Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP Tahunan
peradilan Aparatur Sipil | ASN) terdiri dari:
yang Negara (IP a) Kompetensi (40%)
transparan ASN) b) Kinerja (30%)
dan c) Kualifikasi (25%)
profesional d) Disiplin (5%)
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA

b. Nilai Catatan: Sekretaris Laporan
Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: Bulanan,
Kinerja a) Revisi DIPA (10%) Triwulan,
Pelaksanaan b) Penyerapan Anggaran (20%) Semester
Anggaran c) Penyelesaian Tagihan (10%) dan
(IKPA) DIPA d) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) Laporan
01 e) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) Tahunan

f) Belanja Kontraktual (10%)

g) Pengelolaan UP dan TUP (10%)

h) Capaian Output (25%)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan

pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum:

Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementerian Negara/Lembaga
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INDIKATOR

KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA PENJELASAN
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA

c. Nilai Catatan: Sekretaris Laporan
Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: Bulanan,
Kinerja a) Revisi DIPA (10%) Triwulan,
Pelaksanaan b) Penyerapan Anggaran (20%) Semester
Anggaran c) Penyelesaian Tagihan (10%) dan
(IKPA) DIPA d) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) Laporan
03 e) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) Tahunan

f) Belanja Kontraktual (10%)

g) Pengelolaan UP dan TUP (10%)

h) Capaian Output (25%)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan

pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum:

Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis
penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Belanja Kementerian Negara/Lembaga
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INDIKATOR
5 KINERJA ERn LG PENANGGUNG | SUMBER
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
d. Nilai Kinerja | Catatan: Sekretaris Laporan
Perencanaan | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: Bulanan,
Anggaran a) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: Triwulan,
DIPA 01  Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) Semester
* Agregasi Capaian IKP Unit Eselon | (25%) dan
» Agregasi Capaian RO Satker (30%) Laporan
b) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Tahunan
Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan
pengukuran kinerja tahun berjalan.
e. Nilai Kinerja | Catatan: Sekretaris Laporan
Perencanaan | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: Bulanan,
Anggaran a) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: Triwulan,
DIPA 03 » Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) Semester
* Agregasi Capaian IKP Unit Eselon | (25%) dan
* Agregasi Capaian RO Satker (30%) Laporan
b) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Tahunan
Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan
pengukuran kinerja tahun berjalan.

34



INDIKATOR

5 KINERJA ERn LG PENANGGUNG | SUMBER
UTAMA JAWAB DATA
UTAMA
f. Nilai Catatan: Sekretaris Laporan
Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk Tahunan
Pengelolaan mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Aplikasi E-
Aset (IPA) Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran Sadewa,
kinerja tahun berjalan SIMAN,
Dasar Hukum: MonSAKTI,
a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 dan
tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun Laporan
2024 Realisasi
b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Anggaran

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
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MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Koto Baru Yang Agung
Misi 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
Tabel 1. 2 Matrik Renstra Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2025 — 2029
SASARAN TARGET
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA 2025 2026 2027 2028 2029
1. Terwujudnya Peradilan Persentase Perkara yang
90% 90% 90% 90% 90%
yang efektif, transparan, Diselesaikan Tepat Waktu
akuntabel, responsif dan Persentase
modern penyediaan/pengiriman salinan
putusan tepat waktu oleh 100% 100% 100% 100% 100%
pengadilan tingkat pertama
kepada para pihak
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NO

SASARAN

TARGET

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2025

2026

2027

2028

2029

Persentase pengiriman
pemberitahuan petikan/amar
putusan tingkat banding, kasasi

dan PK secara tepat waktu oleh

pengadilan pengaju kepada para

pihak

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pengiriman salinan
putusan perkara pidana tingkat
banding, kasasi dan PK tepat

waktu oleh pengadilan pengaju

kepada para pihak

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase putusan pengadilan
yang diunggah pada direktori

putusan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian
permohonan eksekusi putusan

perdata

70%

70%

70%

70%

70%
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SASARAN TARGET

NO URAIAN INDIKATOR KINERJA 2025 2026 2027 2028 2029
Persentase perkara yang berhasil
diselesaikan melalui pendekatan 60% 60% 60% 60% 60%
keadilan restoratif
Persentase perkara yang berhasil
diselesaikan melalui mediasi 20% 20% 20% 20% 20%
Persentase perkara anak yang
berhasil diselesaikan melalui 20% 20% 20% 20% 20%
diversi
Persentase perkara perdata yang

100% 100% 100% 100% 100%

menggunakan e-court
Persentase perkara pidana yang
dilimpahkan secara elektronik (e- 100% 100% 100% 100% 100%
Berpadu)
Persentase layanan perkara
pidana yang diajukan secara 100% 100% 100% 100% 100%
elektronik (e-Berpadu)

2. | Meningkatnya tingkat Indeks kepuasan pengguna

keyakinan dan kepercayaan | layanan pengadilan berdasarkan 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

publik

standar layanan yang ditetapkan
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e SASARAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJA 2025 2026 2027 2028 2029
3. | Terwujudnya manajemen Indeks Profesionalitas Aparatur
71 71 71 71 71
peradilan yang transparan Sipil Negara (IP ASN)
dan profesional Nilai IKPA DIPA 01 93 93 93 93 93
Nilai IKPA DIPA 03 92 92 92 92 92
Nilai Kinerja Perencanaan
75 75 75 75 75
Anggaran DIPA 01
Nilai Indikator Pengelolaan Aset 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Tabel 1. 3 RKT Pengadilan Negeri Koto Baru

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terwujudnya Peradilan
yang efektif, transparan,
akuntabel, responsif dan

modern

Persentase Perkara yang

Diselesaikan Tepat Waktu

90%

Persentase penyediaan/pengiriman
salinan putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat pertama kepada

para pihak

100%

Persentase pengiriman
pemberitahuan petikan/amar
putusan tingkat banding, kasasi dan
PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para

pihak

100%

Persentase pengiriman salinan
putusan perkara pidana tingkat
banding, kasasi dan PK tepat waktu
oleh pengadilan pengaju kepada

para pihak

100%

Persentase putusan pengadilan
yang diunggah pada direktori

putusan

100%

Persentase penyelesaian
permohonan eksekusi putusan

perdata

70%

Persentase perkara yang berhasil
diselesaikan melalui pendekatan

keadilan restoratif

60%

Persentase perkara yang berhasil

diselesaikan melalui mediasi

20%
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NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Persentase perkara anak yan
berhasil diserjesaikan mela):ui jiversi 20%
Persentase perkara perdata yan
menggunak:n e—cou[:t o 100%
Persentase perkara pidana yang
dilimpahkan secara elektronik (e- 100%
Berpadu)
Persentase layanan perkara pidana
yang diajukan secara elektronik (e- 100%
Berpadu)

2. | Meningkatnya tingkat Indeks kepuasan pengguna layanan
keyakinan dan pengadilan berdasarkan standar 3.7
kepercayaan publik layanan yang ditetapkan

3. | Terwujudnya manajemen | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
peradilan yang transparan | Negara (IP ASN) 8
dan profesional Nilai IKPA DIPA 01 93

Nilai IKPA DIPA 03 92
Nilai Kinerja Perencanaan 25
Anggaran DIPAO1

Nilai Kinerja Perencanaan 80
Anggaran DIPAO3

Nilai Indikator Pengelolaan Aset 3.00
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BAB I
PROGRAM KERJA

Program Umum

Program kerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2026 ini merupakan

Rencana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dari Program kerja Pengadilan Negeri

Koto Baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program Kerja ini meliputi

Bidang Teknis Yustisial Pembinaan dan Pengawasan, Administrasi

Kepaniteraan, Kesekretariatan, dan Lain-lain

Program Umum yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru

pada tahun 2026 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Ketua, Wakil
Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional,
staf, PPPK serta PPNPN;

2.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hakim, Pejabat Fungsional,
Struktural dan Staf) melalui pembinaan, sosialisasi dan pembekalan tekhnis
administrasi baik perkara maupun umum;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan
Negeri Koto Baru melalui DIPA Tahun 2026;

4. Meningkatkan kualitas website sebagai bagian keterbukaan informasi
publik;

5. Peningkatan penyelesaian minutasi perkara demi terwujudnya peradilan
yang cepat yaitu dengan memastikan kesiapan konsep putusan, berita
acara sebelum putusan dibacakan;

Meningkatkan kepatuhan dalam penginputan data kedalam SIPP;

One day minutation. Langkah ini juga dilakukan agar prosentase
SIPP Pengadilan Negeri Koto Baru pada Peta SIPP Mahkamah Agung bisa
hijau yaitu diatas 90%.

8. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan untuk
percepatan penyelesaian perkara

9. Meningkatkan Akreditasi penjaminan mutu untuk menuju peradilan modern;

10. Melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terus menerus;
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11. Melaksanakan pembangunan Zona Integrita untuk menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

Program Kerja Bidang Teknis Yustisial, Pembinaan dan Pengawasan

Pada bidang teknis yustisial/pembinaan dan pengawasan, program yang akan

dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain:

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Koto Baru sebagai peradilan Tingkat Pertama berdasarkan prinsip
sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku;

2.  Menertibkan berkas perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru;
Meningkatkan mutu pelayanan kepada pencari keadilan;

Melakukan pembinaan terhadap Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan
Staf melalui pembinaan rutin minimal satu bulan sekali;

5. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu melalui

program POSBAKUM,;

Peningkatan penyelesaian perkara secara mediasi;

Peningkatan penyelesaian perkara secara restorative justice;

Peningkatan penyelesaian sisa perkara tahun 2025;

Peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;

= © © N O

0. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim vyaitu peningkatan putusan
hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang tidak melakukan upaya
hukum;

11. Peningkatan penyelesaian perkara yang telah diputus;

12. Peningkatan penyelesaian pengiriman perkara Banding, Kasasi dan PK;

13. Peningkatan penyelesaian register berkas perkara;

14. Peningkatan penyampaian relas pemberitahuan kepada para pihak tepat

waktu;

15. Peningkatan pelaksanaan penyitaan;

16. Peningkatan pelaksanaan eksekusi perkara perdata;

17. Peningkatan penyelesaian amar putusan yang dapat diakses oleh publik

dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus;
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18.

19.

20.

21.

Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai KMA Nomor
144/KMA/SK/1/2011;

Peningkatan penguatan pengawasan dalam penerapan kode etik Hakim
dan ASN serta 8 Nilai Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peningkatan kemampuan teknis Hakim dan ASN dalam melaksanakan
tugas.

Peningkatan pelaksanaan temuan hasil dari pemeriksaan/pengawasan
baik dari Mahkamah Agung R.l, Badan Pengawasan, Badan Peradilan

Umum dan Penagdilan Tinggi Padang.

Program Kerja Kepaniteraan

1.

Kepaniteraan Pidana

Pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan
berkas perkara pidana;

Pelaksanaan registrasi perkara pidana dalam register induk perkara
serta SIPP;

Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan
kepada termohon;

Pelaksanaan penetapan diversi dari Ketua Pengadilan atas permohonan
penyidik, penuntut umum dan hakim.

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan
penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan dan Penetapan Penunjukan
Panitera Pengganti oleh Panitera;

Pelaksanaan pencatatan dan penerimaan kembali berkas perkara yang
sudah diputus dan diminutasi;

Pelaksanaan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi, pk dan grasi;

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
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Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya
hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan melampirkan
pemberitahuan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan
hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

Pelaksanaan penerimaan dan pembuatan penetapan atas permohonan
ijin/penetapan penggeledahan, ijin/penetapan penyitaan dan izin khusus
penyitaan dari penyidik;

Pelaksanaan pelaporan data perkara pidana;

Pelaksanaan pengawasan melekat secara berkala meliputi: prosedur
penerimaan berkas perkara, register induk, register keuangan perkara,
laporan-laporan, pemberkasan dan minutasi;

Pelaksanaan inspeksi dengan Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT) terhadap Napi yang berada di LP;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan pidana;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Panitera;

Kepaniteraan Perdata

Pelaksanaan penerimaan dan penyelesaian secara administrasi berkas
perkara perdata permohonan, gugatan, gugatan sederhana (termasuk
verzet /derden verzet) dan eksekusi yang diajukan oleh
Pemohon/Penggugat/Pelawan atau Kuasanya;

Pelaksanaan penentuan besarnya panjar biaya perkara;

Pelaksanaan penerimaan resi pembayaran panjar biaya perkara perdata
permohonan, gugatan, banding, kasasi (termasuk Verzet/Derden
Verzet) dan Eksekusi;

Pelaksanaan pengisian semua pembayaran perkara ke dalam register
dan aplikasi SIPP;

Pelaksanaan pengisian berkas perkara Perdata ke dalam register induk
dan aplikasi SIPP;
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Pelaksanaan pencatatan semua pembayaran perkara perkara ke dalam
Buku Jurnal, Buku Bantu dan Buku Induk Keuangan Perkara (termasuk
buku keuangan eksekusi, buku konsinyasi, buku HHK/PNBP);
Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan
Majelis hakim dari Ketua Pengadilan dan Penetapan Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera;

Pelaksanaan penerimaan dan penyelesaian secara administrasi berkas
perkara perdata yang diajukan permohonan upaya hukum (banding,
kasasi, peninjauan kembali);

Pelaksanaan pengiriman berkas perkara yang diajukan banding, kasasi
dan PK;

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
Pelaksanaan penyerahan berkas perkara perdata in aktif (telah
mempunyai kekuatan hukum tetap) kepada Kepaniteraan Hukum untuk
diarsipkan;

Pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian secara administrasi
permohonan Surat Keterangan ahli waris Khusus untuk perkara
waarmerking dari warga masyarakat yang membutuhkan;
Pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian secara administrasi
permohonan Surat Kuasa Insidentil yang diajukan oleh Pemohon;
Pelaksanaan pembuatan laporan bulanan, keuangan perkara ke
Badilum, Mahkamah Agung R.l., Pengadilan Tinggi Padang dan
menginput laporan ke Aplikasi Komdanas;

Pelaksanaan penyelesaian tunggakan administrasi perkara perdata
tahun 2025 baik perkara perdata yang selesai pada tingkat pertama
maupun perkara perdata yang diajukan upaya hukum (banding, kasasi,

peninjauan kembali) dan perkara yang diajukan eksekusi;
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Kepaniteraan Hukum

Pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian secara administrasi
permohonan pendaftaran Akta Notaris (pendaftaran CV dan lain lain);
Pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian secara administrasi
permohonan pendaftaran Surat Kuasa;

Pelaksanaan pembuatan laporan bulanan, laporan 4 (empat) bulanan,
laporan 6 (enam) bulanan dan laporan tahunan;

Pelaksanaan penyimpanan dan perawatan serta pengadministrasian
berkas dan CD perkara pidana dan perdata in-aktif (telah mempunyai
kekuatan hukum tetap);

Pelaksanaan penerimaan dan penyelesaian secara administrasi
pengaduan dari masyarakat pencari keadilan melalui Meja Pengaduan;
Pelaksanaan pembuatan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
Pengaduan;

Pelaksanaan pembuatan laporan keadaan perkara / kegiatan hakim dan
evaluasi keadaan akhir tahun;

Pelaksanaan peningkatan koordinasi intern dengan Panitera Muda
Pidana maupun Panitera Muda Perdata tentang laporan-laporan dan
pengarsipan perkara;

Pelaksanaan penerimaan Berkas Perkara Pidana in aktif (telah
mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Kepaniteraan Pidana dan
Perdata;

Pelaksanaan register dan klasifikasi perkara perdata dan pidana yang
masuk ke stadok / arsip;

Pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian permohonan informasi
berupa salinan putusan perkara pidana dan perkara perdata in aktif
(telah mempunyai kekuatan hukum tetap);

Pelaksanaan pembuatan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan
menyampaikan kepada Komisi Informasi Publik Provinsi;

Pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian secara administrasi
permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum dari warga
masyarakat yang membutuhkan;

Pelaksanaan pembuatan surat keterangan penelitian;
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D.

Program Kerja Kesekretariatan

1.

Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan

Pelaksanaan penyusunan dan mengajukan DIPA dan RKA-KL untuk
tahun 2027 dengan data pendukung yang akurat dan lengkap secara
tepat waktu;

Pelaksanaan pembuatan laporan SAKIP untuk tahun 2025 yang terdiri
dari IKU, Renstra, RKT, PKT dan LKj|iP yang akurat lengkap dan tepat
waktu;

Pelaksanaaan penghimpunan, penyusunan dan mengkoordinasikan
penyusunan Laporan Tahunan untuk tahun 2025;

Pelaksanaan penghimpunan, penyusunan dan mengkoordinasikan
penyusunan konsep program kerja untuk tahun 2026;

Pelaksanaan peningkatan kualitas jaringan;

Pelaksanaaan peningkatan pelayanan informasi dengan selalu
mengupdate data dan informasi pada website;

Pelaksanaaan monitoring pelaporan realisasi anggaran DIPA 01 dan
DIPA 03 melalui website;

Pelaksanaaan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur hardware,
meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya;

Pelaksanaaan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan
komputer;

Pelaksanaaan pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
Pelaksanaaan penyelarasan data / sinkronisasi antara SIPP lokal
dengan website Pengadilan serta dengan database SIPP Mahkamah
Agung RI.

Pelaksanaaan pembuatan laporan Monev anggara pertriwulan;
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Bagian Umum dan Keuangan

Pelaksanaan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dan surat
keluar untuk memperlancar penyampaian informasi;

Pelaksanaan klasifikasi dan urusan kearsipan di lingkungan Pengadilan
Negeri Koto Baru;

Pelaksanaan penatausahaan dan pelayanan peminjaman buku
perpustakaan;

Pelaksanaan pemeriksaan tersedianya peralatan/ perlengkapan untuk
penunjang kerja di Bag Umum dan Keuangan;

Pelaksanaan pendataan dan pendistribusian kebutuhan barang
persediaan kantor;

Pelaksanaan penyediaan Box File untuk Arsip Surat, Data dan Dokumen
Keuangan untuk tahun 2026 (Box Surat Masuk, Surat Keluar, Laporan,
DIPA dan RKAKL, Arsip SPM, Arsip SP2D, Arsip PNBP dll. untuk
memudahkan penyimpanan/ penempatan dan pencarian data tersebut;
Pelaksanaan dokumen-dokumen, Bukti-bukti transaksi Keuangan,
laporan, Arsip SPM/SP2D dan surat maupun dokumen lainnya yang
rasanya tidak digunakan lagi untuk tahun berjalan ditempatkan ketempat
yang aman;

Pelaksanaan pembuatan SK Pejabat Perbendaharaan dan staf
Keuangan;

Pelaksanaan sertifikasi Bendahara Penerimaan.

Pelaksanaan pengelolaan dan menata usahakan BMN pada Pengadilan
negeri Koto Baru;

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan terhadap Gedung bangunan
kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, peraltan dan mesin dan inventaris
kantor lainnya secara berkala dan terus menerus;

Pelaksanaan penyiapan surat, dokumen, identitas, SK Pengelola
maupun kelengkapan administrasi lainnya yang diperlukan dalam
pelaksaanan anggaran untuk diserahkan ke KPPN dan BRI,
Pelaksanaan tindak lanjut terhadap petunjuk yang tertuang dalam

laporan hasil pemeriksaan;
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Pelaksanaan pengajuan Permintaan SPP-SPM UP/TUP, SPP-SPM GU,
SPP-SPM LS Belanja Pegawai, SPP-SPM LS Non Belanja Pegawai
dengan cepat, tepat dan akurat disertai data dukung yang lengkap
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Batas
Waktu dan Alur Proses Penyelesai Tagihan atas APBN,;

Pelaksanaan Pembayaran tagihan berdasarkan bukti tagihan, membuat
kwitansi pembayaran dan membukukan;

Pelaksanaan permintaan Remunerasi/ Tunjangan Khusus Kinerja
dengan tepat waktu dan Transpor Hakim;

Pelaksanaan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Pelaksanaan penerimaan, menyetorkan dan membukukan transaksi
penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Pelaksanaan pembuatan, menyimpan semua dokumen dan bukti
transaksi untuk pertanggungjawaban pengunaan anggaran;
Pelaksanaan pembuatan, menyimpan semua dokumen dan bukti
transaksi penerimaan Negara

Pelaksanaan penyusunan program Kkerja pelaksanaan pengelolaan
keuangan;

Pelaksanaan administrasi  persuratan mengacu kepada kearsipan
dinamis dengan meregister surat masuk, surat keluar &
mengarsipkannya;

Pelaksanaan pencatatan Barang-barang persediaan (ATK) ke dalam
persediaan;

Pelaksanaan pencatatan dan memberikan Nomor urut pendaftaran
(NUP) BMN;

Pelaksanaan pencatatan dan membuat Daftar Barang Ruangan (DBR)
dan Kartu Inventaris Barang (KIB);

Pelaksanaan pencatatan barang inventaris yang telah rusak untuk
diusulkan penghapusan;

Pelaksanaan Opname barang Persediaan setiap bulan;

Pelaksanaan pencatatan jumlah buku baru yang diterima kedalam Buku

Induk dan penomoran menurut klasifikasi;
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Pelaksanaan penyusunan uraian tugas (job discription) petugas
pengamanan dan kebersihan;
Pelaksanaan pembuatan Laporan dan menyampaikan laporan

keuangan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Pelaksanaan pelengkapan box file hakim, pegawai, honorer dalam
lemairi file;

Pelaksanaan pembuatan Surat Keputusan untuk diajukan kepada KPN
untuk ditandatangani;

Pelaksanaan pencatatan data hakim, pegawai dalam register buku
induk, buku bantu Kepegawaian;

Pelaksanaan pengelolaan data Kepegawaian di Aplikasi SIKEP MA-RI;
Pelaksanaan pengelolaan absensi Pegawai pada Aplikasi KOMDANAS;
Pelaksanaan pembaharuan papan DUK, struktur organisasi dan data
statistik Pegawai;

Mengusulkan Kenaikan Pangkat baik kenaikan pangkat reguler,
kenaikan pangkat pengabdian dan Penyesuaian ljasah;

Pelaksanaan pembuatan Kenaikan Gaiji berkala, Hakim dan pegawai;
Pelaksanaan pembuatan usul jabatan dan usul pensiun hakim/pegawai;
Pelaksanaan pembuatan SPMT dan SPMJ hakim/ Pejabat;
Pelaksanaan pembuatan KP4 Hakim/ Pegawai;

Pelaksanaan pembuatan DP3 dan rekapitulasi SKP;

Pelaksanaan persiapan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan;
Pelaksanaan Pengawasan administrasi kepegawaian meliputi
kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian, SKP, DUK, Kenaikan
Pangkat, Kenaikan Gaiji Berkala, cuti, absensi dll;

Pelaksanaan pembuatan laporan bulanan keadaan jumlah hakim dan
pegawai dan Bezetting;

Pelaksanaan pembuatan Rekapitulasi absensi hakim dan pegawai
setiap bulan;

Pelaksanaan pembuatan daftar nama hakim/pegawai yang mengikuti

kegiatan pelatihan/ diklat/sosialisasi yg diselenggarakan oleh PT/MA,;
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e Pelaksanaan pembuatan data profil hakim dan pegawai yang
ditampilkan pada website;

o Pelaksanaan pengusulan peserta Diklat Pimpinan;

e Pelaksanaan pembuatan dan pengelolaan absensi briefing/pra rapat

dinas/ rapat dinas setiap bulan.

Program Kerja Kegiatan Lain-lain
1. Pembinaan IKAHI
a) Mengadakan konsolidasi organisasi IKAHI;
b) Menyetorkan iuran IKAHI 6 bulan sekali;
c) Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IKAHI.
2. Pembinaan IPASPI
a) Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IPASPI;
b) Menghimpun iuran anggota IPASPI setiap bulan.
3. Pembinaan KOPERASI
a) Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
b) Melaksanakan pemeriksaan administrasi oleh Badan Pengawas
Koperasi;
c) Melaksanakan kegiatan simpan pinjam kepada anggota koperasi.
4. Pembinaan PTWP
a) Menghimpun iuran PTWP setiap bulan dari anggota;
b) Mengikuti turnamen PTWP cabang daerah dan pusat.
5. Pembinaan Olah Raga
a) Melaksanaka kegiatan Senam Kesegaran Jasmani, Jalan sehat / jalan
santai dan kegiatan olahraga lainnya.
6. Pembinaan Rohani
a) Siraman rohani/ ceramah agama dan sholat berjamaah
7. Pembinaan kegitan sosial dan kemasyarakatan
a) Menjenguk keluarga besar PN Koto Baru yang dapat musibah;
b) Menghadiri acara pesta dan lahiran dari keluarga besar PN Koto Baru;
c) Melaksanakan kegiatan sosial lainnya seperti berkunjung ke panti

asuhan dan daerah bencana.
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Pembinaan Dharmayukti Karini

a)
b)

Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali (arisan) / silaturahmi;
Pembinaan dan peningkatan ketahanan keluarga, pembinaan
kesetiakawanan sosial dan kepedulian lingkungan hidup, pemahaman
nilai wawasan keanekaragaman budaya;

Melaksanakan kegiatan sosial lainnya seperti berkunjung ke panti

asuhan dan daerah bencana.
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BAB IIl
PENUTUP

Demikian Program kerja tahun 2026 ini disusun dengan melibatkan semua unsur,
mencakup segala hal dan berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran (D.I.P.A.)
2026 serta dengan Indikator Kineja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan, dan
juga atas adanya evaluasi pelaksanaan tugas tahun-tahun sebelumnya.

Sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan
program kerja ini, segala kritik dan saran kami harapkan sebagai langkah perbaikan
kedepannya untuk mewujudkan cita-cita kami vyaitu berprestasi dalam
melaksanakan tugas.

Untuk itu berdasarkan visi dan misi dan moto yang telah dibangun, Pengadilan
Negeri Koto Baru bertekad mengoptimalkan kemampuan seluruh sumber daya yang
ada, baik sumber daya manusia, maupun barang modal termasuk peralatan dan
teknologi serta anggaran yang tersedia, demi mewujudkan terlaksananya program
kerja ini.

Semoga rencana dan program kerja ini berjalan sesuai dengan harapan.

Koto Baru, 12 Januari 2026

Tim Perumus Program Kerja,

Ketua

1 Akhista, S.H.
NIP. 197805182003122001

Koordinator Bagian Kepafiiteraan Koordinator Bagian Kesekretariatan

HVXZ:!
ustina, S.H. Desmipa Simamora, S.H.

NIP. 197105031992032001 NIP. 197201201992032001
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